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ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seormng
laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana dan hubungan vang halal tersebul
akan techentuk suatu keluarga akan atau rumah tangea yang diakui oleh hukum dan
diterima kehadirannya oleh masyarakat, Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa @ * Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
permturan perundang-undangan yang berlaku”. Maroun dalam prukteknya masih ada
ditemui pelaksanaan perkawinan vang fidak tercatat. Peckawinan tidak tercatat ini
disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlako juga
menimbulkan kesulitan dalam proses hukum apabila hendak mengajukan perceraian
ke Pengadilan Apama karena proses perceraian di pengadilan agama hanya dapat
digjukan apabile perkawinan ity sah secara hukum dan dilakukan sesuai denpan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Adapun perumusan masalah yaitu faktor-faktor vang menyebabkan tegjadinya
perkawinan tidak tercatat sera bagaimana pelaksanaan perceraian akibat perkawinan
tidak tercatat di Pengadilan Agama Painan.

Pendekatan vang digunakan adalah pendekatan yurdis sosiologis, vaitu
metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat noma-
noma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek di lapangan sejauh
mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat sehubungsn dengan perdmasalahan
vang ditemui dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang
menyehabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat  adalah adanya anppapan dari
schagian masyarkat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan
kepercayaannya sudah dianggap sah karena sesuai dengan Pasal 2 avat (1) Undang-
undang Nomaor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga banyak pasangan suami
ist tidak mencatatkan  perkawinannya dengan alasan biaya yang mahal, prosedur
berbelit-belit dan sengaja untuk menghilanpkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum
serta hukuman administrasi dari atasan, terfama untuk perkawinan kedua dan
seterusnya (Poligami) bagi Pegawai Neger Sipil dan TNI/POLRI Pelaksanaa
perceraian akibat perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan dengan carm mengajukan
permohonan fishar Nikak (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama Painan, Kemudian
seielah itu baru dilanjutkan dengan proses percersian dengan mengajukan
permohonan ceri gugat atau cerai talak ke Pengadilan Agama Painan.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan maluri untuk senantiasa
hidup bersama dengan orang lain, saling membutuhkan dan berkera sama dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. nalur untuk hidop bersama denpan orang lain
menigikatkan hasrat yang kua unl.ui-: hidup teratur, saling menghoemati dan
berkasib savang agar werwujud hubungan vang harmonis, damai dan sejabitera.

Seseorang  pria dengan seorang wanita telah ditakdirkan uniuk saling
mencital dan hidup bersama  sehagal pasangan suami isti dalam sebuab
seluarga. Untuk mengimplementasikan rasa cinta tersebut harus dilakukan dengan
baik, bijaksana, jujur dan vang paling penting dar semua itu adalah penuh dengan
angpung jawab, Maka untuk mewujudkan hal tersebut hars diadakan s
tkatan atau perjanjian vang dischut dengan perkawinan,

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh unruk hidup
bersama secara sah antara scorang Jaki-laki dengan seorang percopuan untuk
membentuk rumah keluargn  yang  kekal, santub-menyantuni dan kasih-
mengasihi.' Perkawinan menimbulkan hubungan suemi isteri dan  kemudian
hubungan anak-anak  dengan orang tuanya, timbul pula hubusgan  sedarah,
semenda, kaum  kerabat masvarakat, oleh karena perkawinan mempunvai

hubungan vang sangat luas, baik hubungan  kekeluarpaan maupun  hubungan

: Sawuti Thalib, {19867, Ml bekelfuarpaan mdeaesia, U1 Press, Jukariz, bzl 47




bermasyarakat dan bemegara maka hendaklah setiap orang mengetahuai scluk-
beluk tentang hukum perkavwinan batk dalam hukum lslam.

Sebelum berlakunys Undang-undang Nomor | Tabun 1974, pelaksanaan
perkawinan hanya didasarkan pada Hukum Islam semata, dan i dalam hukom
Islamn tidak dikenal bahwa perkawinan itu haros dicatatkan. Walaupun Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1976 jo Undang-undang Namor 32 Tahun 1954 telah
mengatur. fentang, pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi umat lslam, namum
masih ada diternui pelaksanaan perkawinan vang tidak tercatat,

Dengan dikelvarkannya  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang:
Perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat puda Kantor Uresan Agama
(RUIA) bagi yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi vang
beragama selain Islam. Hal ini diatwr  dalam Pasal 2 ayat (2} vang berbunyi
sehagai berikut -"Tiap-tiap perkawinen dicatat menurut petaturan  perundang-
undangan vang berlaku”™ [sini pencatatan ite bukan menpakan faktor vang
menentukan sah lidaknya perkawinan, schab jika ketentuan it memadi faktor
yamg menentukan maka pasal 2 ini harus menjadi rasal vang tidak terpisah dalam
dua ayat, Schingga perkataan “sah™ yang terdapat pada ayat (1) tidak meliputi lagi
unsur pencalatan yang menentukan sah tikaknyva perkawinan,

Apabila dibubungkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dengan penjelasannva, maka dapat disimpulkan schagai herikut -

a) Setiap perkawinan harus dicatal menurut peraluran perundang-undangan

yang berlakuy,

M. Yuhya Harzhap, 1975, Muunr Perkiwinan Nasional, Peterail ©V. Lahir Trading Co,
Meddan, Hal 15
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BABR TV

PENUTUPF

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan

Apama Painan, maka dapat disimpulkan sebagai berikul -

Faktor-fakior vang menyebabkan terjadinya perkawinsn tidak tercatat
adalah adanva anggapan dari sehagian masyarakat balwa perkawinan
vang dilakukan menurut agama dan kepereayaaniiyd sudah dianggap

cah karens sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undung Nemor |

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Schingga bamvak pasangan suemi

istri tidek mencatatkan  perkawinannya dengan alasan biaya yang
mahal, prosedur berbelit-helit dan sengaja untuk menghilangkan jejak
dan behas dari tentutan hukum sera hukuman administras: dard atasan,
lerutama uniuk perkawinan kedua dan selerusaya (Poligami) bagi
pepawai negeri sipil dan TNEPOLEL

Pelaksanasn  percersizn akibat perkawinan  yeng tidak  lercatal
dilakukan denpan meneajukan permohonan fevbear Nikah ke Pengadilan
Agarma Painan dengan cara  mengajukan surat permohonan yang di
alamatkan kepada Kena Pengadilan Agama Painan yang kemudian
akan memperoleh  penctapan  dari Pengadilan Agama yang
mengesahkan perkawinan tersebut. Setelah it haru dilanjutkan dengan

proses perceraian dengan mengajukan permohonan ceral gugat alau

a7



cerai falak. kemudian Pengadilan Agama Painen akan mengzluarkan
Akt Cerai sebagai bukti dari perceraian antara kedua belah pihak

tersebut,

B, SARAN

L.

Agar tidak terjadi lagi perkawinzn tidak tfercatst hendaknya para
pembuat Undang-undang memperbaiki dan mempertegas Pasal-pasal
ataw keteptuan-ketentan  yvang  berhubunpgan  dengan  pencatatan
perkewinan  dalam  Undang-undang MNeomor | Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukuem [slam dan hendzk nya disertai dengan sanksi vang
teyas bagl yang melangggamya.

Agar lebih meningkatkan [agi penyuluhan hukum kepada masyarakat
tentang pentingnya pencatatan perkawinan schagaimana diator dafam
Undeng-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplasi Hukum 1slam,
Pembinazn mental masyarakar di bidang Agama hendakeya harus
ditingkutkan, baik di  tengah masvarakat maupun  di bangku
pendidikan.  Khususnya  peningkatan  mental  beragama  yang
berhubungan denpan perceraian yang tidak diridhoi oleh Allah SWT

agar terhindar dart dosa.
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